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KEBIJAKAN HUMAN INITIATIVE 

TENTANG 

PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN EKSPLOITASI SEKSUAL 
 
 

1. Pengantar  

Human Initiative selalu berupaya menempatkan martabat manusia sebagai hal yang utama 

dalam kegiatannya untuk pemberian bantuan serta kerja-kerja kemanusiaan lainnya. 

 

Dalam pelaksanaan kerja-kerja kemanusiaannya, Human Initiative menyadari bahwa adanya 

kerentanan yang dimiliki baik itu orang dewasa (pegiat kemanusiaan Human Initiative dan juga 

penerima manfaat) dan anak-anak dari tindakan eksploitasi dan kekerasan seksual. Untuk itu 

Human Initiative membuat Kebijakan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 

ini sebagai komitmen untuk memberikan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual. 

 

Human Initiative akan menindak tegas segala pelanggaran terhadap kebijakan Perlindungan 

dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual. Penyelidikan menyeluruh yang tuntas atas pengaduan 

terkait pelanggaran kebijakan ini, hingga pemberian sanksi yang sesuai, akan menjadi 

komitmen Human Initiative dalam penegakan kebijakan ini. 

 

2. Ruang Lingkup Penerapan 

Kebijakan ini berlaku bagi pegiat kemanusiaan Human Initiative, volunteer, mitra, dan vendor. 

 

3. Definisi 

 

3.1 PSEA 

Protection from Sexual Exploitation and Abuse 

 

3.2 Pegiat Kemanusiaan Human Initiative 

Istilah “Pegiat Kemanusiaan Human Initiative” mencakup semua karyawan Human Initiative 

di seluruh dunia. Istilah ini juga mencakup karyawan kontrak, karyawan tetap, relawan, 

magang, konsultan baik individu atau organisasi/perusahaan yang bekerja sama dengan 

Human Initiative.  

 

3.3 Eksploitasi Seksual 

Eksploitasi seksual yaitu setiap tindakan atau usaha memanfaatkan kondisi yang rentan, 

perbedaan kekuasaan atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk untuk 
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memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, keuntungan sosial, atau politis dari tindakan 

eksploitasi seksual kepada orang lain. 

 

3.4 Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual yaitu segala tindakan atau ancaman bernuansa seksual atau tindakan 

yang tidak diinginkan dan dapat dilakukan melalui kontak fisik maupun nonfisik dengan 

menyasar pada seksualitas seseorang, dilakukan dengan paksaan atau dalam posisi yang 

tidak setara atau penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang. 

 

3.5 Penerima Manfaat 

Penerima manfaat adalah orang atau sekelompok orang yang berhak menerima bantuan. 

 

3.6 Feedback and Response Mechanism 

Feedback and Response Mechanism merupakan mekanisme umpan balik berbasis 

masyarakat yang dimiliki oleh Human Initiative sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam 

memberikan umpan balik atas proses pelaksanaan program dan layanan yang diberikan 

oleh pegiat kemanusiaan Human Initiative 

 

3.7 Internal Report and Investigation 

Internal Report and Investigation merupakan mekanime jalur pelaporan atau pengaduan 

bagi pihak internal/pegiat kemanusiaan Human Initiative untuk kasus-kasus sensitif. Pada 

prosedur ini diatur proses investigasinya dari tahap awal hingga kasus tuntas. 

 

4. Ruang Lingkup Penerapan 

1. Dimasukannya unsur PSEA dalam kode etik Human Initiative. 

2. Pelaksanaan proses rekrutmen yang aman dan benar dengan meliputi tahapan berikut: 

a. Iklan Lowongan Pekerjaan 

Setiap iklan lowongan kerja mencantumkan bahwa Human Initiative mempunyai  

kebijakan PSEA sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan 

terhindar dari kekerasan dan eksploitasi seksual 

b. Proses interview 

Kandidat akan ditanyakan persepsi dan pengalamannya (jika ada) selama bekerja terkait 

dengan kekerasan dan eksploitasi seksual. 

c. Tes tertulis pengetahuan terkait persepsi tentang kekerasan dan eksploitasi seksual, 

bilamana diperlukan untuk memperkuat point b. 

d. Cek identitas dan latar belakang dari polisi (SKCK) dan Surat Bebas Narkoba 

Pelamar atau calon pekerja wajib mencantumkan SKCK dan Human Capital akan 

melakukan cek identitas pelamar (termasuk jejak digital/medsos) 
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e. Referensi 

Human Capital akan melakukan pengecekan terhadap perilaku dan sikap pelamar pada 

perusahaan atau organisasi tempat pelamar beraktivitas, khususnya terkait pelanggaran 

kode etik 

f. Pelatihan induksi 

Pekerja baru akan langsung mendapatkan pelatihan induksi yang salah satu materinya 

adalah tentang kode etik Human initiative dan PSEA 

3. Adanya struktur Komite Perlindungan 

Manajemen atau Direksi membentuk struktur Komite Perlindungan yang terdiri atas Ketua 

Komite, Wakil Ketua Komite, Focal Point, Tim Investigasi dan Respon. 

4. Sosialisasi PSEA  

Seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative memperoleh sosialisasi tentang PSEA 

5. Penandatanganan Pakta Integritas 

Seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative wajib menandatangani pakta integritas terkait 

kode etik lembaga, PSEA dan Child Safeguarding Policy 

6. Prosedur Feedback and Response Mechanism (FRM) 

Human Initiative mempunyai prosedur Feedback and Response Mechanism (FRM) berbasis 

masyarakat yang dijalankan secara konsisten dan efektif. Detail terlampir. 

7. Prosedur Internal Report and Investigation (IRIS) 

Human Initiative mempunyai Prosedur Internal Report and Investigation (IRIS) yang menjadi 

panduan dalam proses pelaporan/pengaduan internal, dari proses penyelidikannya hingga 

tuntas. Detail terlampir. 

 

5. Prinsip-prinsip Utama PSEA 

Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama PSEA Human Initiative, sebagaimana juga tercantum 

dalam dokumen kode etik Human Initiative: 

1. Segala tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual adalah tindakan terlarang dan merupakan 

pelanggaran serius/berat dan dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Termasuk 

dalam bentuk eksploitasi adalah penggunaan kekuasaan, uang, barang bantuan atau jasa 

untuk ditukarkan dengan aktivitas seksual dan sejenisnya. Tindakan pelecehan dan 

perendahan terkait seksual juga akan dikenakan sanksi tegas. 

2. Segala aktivitas seksual di luar ikatan pernikahan yang sah (secara agama dan hukum  sesuai 

UU yang berlaku) adalah dilarang. Termasuk dalam pelarangan ini adalah  aktivitas prostitusi 

dan hubungan seksual dengan penerima manfaat.  

3. Pegiat kemanusiaan Human Initiative yang mendapatkan kecurigaan/kekhawatiran dan atau 

mengalami insiden pelecehan dan eksploitasi seksual diwajibkan untuk melaporkan hal 

tersebut sesuai dengan prosedur pelaporan Human Initiative termasuk di antaranya 

kecurigaan atau kekhawatiran bilamana hal tersebut terjadi pada anak-anak  berusia di 



4 

 

 

bawah 18 tahun. 

 

6. Komitmen-Komitmen  

Human Initiative berkomitmen untuk memenuhi enam Prinsip Utama PSEA melalui penerapan 

dari komitmen-komitmen berikut ini: 

6.1 Mengintegrasikan semua Kebijakan Perlindungan Human Initiative, termasuk di dalamnya 

Kebijakan Perlindungan dari  Eksploitasi dan Kekerasan Seksual ke dalam  materi- materi 

dan pelatihan-pelatihan bagi pegiat kemanusiaan Human Initiative. 

6.2 Memastikan bahwa ketika terlibat dalam perjanjian-perjanjian kemitraan, hibah/sub-grant 

atau sub-recipient, perjanjian-perjanjian tersebut; a) mencantumkan Kebijakan ini sebagai 

lampiran; b) mencantumkan bahasa yang sesuai yang mewajibkan pihak dan individu yang 

dikontrak, para karyawan dan sukarelawan, untuk mematuhi Kode Etik Human Inititiative 

yang di dalamnya termasuk PSEA ini; c) secara tegas menyatakan kegagalan lembaga 

atau individu-individu tersebut dalam pengambilan tindakan pencegahan terhadap 

eksploitasi dan kekerasan seksual, serta kekerasan terhadap anak, untuk menyelidiki dan 

melaporkan kasus, atau pengambilan tindakan perbaikan bilamana eksploitasi atau 

kekerasan seksual serta kekerasan terhadap anak telah terjadi, akan menjadi dasar bagi 

pemutusan perjanjian tersebut. 

6.3 Menginformasikan secara berkala kepada pegiat kemanusiaan Human Initiative serta 

masyarakat mengenai tindakan yang diambil untuk mencegah dan menangani eksploitasi 

dan kekerasan seksual. Informasi tersebut harus dikembangkan dan disebarluaskan dan 

harus mencakup rincian mekanisme pengaduan. 

6.4 Menyediakan dukungan dan bantuan kepada pelapor eksploitasi dan kekerasan seksual. 

Hal ini termasuk pelayanan medis, bantuan hukum dan dukungan psikososial bila 

diperlukan, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan korban serta tetap 

mempertimbangkan kerahasiaan, kepekaan terhadap isu-isu budaya atau konteks lokal, 

dan keselamatan bagi penyintas. 

6.5 Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mencegah pelaku eksploitasi dan 

kekerasan seksual untuk dikontrak kembali atau ditempatkan kembali di lokasi lain. Human 

Capital harus melaksanakan proses rekrutmen yang aman 

6.6 Menyelidiki dugaan-dugaan eksploitasi dan kekerasan seksual, secara tepat waktu dan 

profesional. Termasuk menggunakan teknik-teknik wawancara yang sesuai untuk pelapor 

dan saksi. Melibatkan penyelidik-penyelidik profesional atau pengetahuan investigasi yang 

aman sebagaimana mestinya. 

6.7 Melakukan tindakan yang cepat dan tepat, termasuk tindakan hukum bila diperlukan, 

terhadap pegiat kemanusiaan Human Initiative yang melakukan eksploitasi dan kekerasan 

seksual. Termasuk melakukan tindakan administratif atau disipliner, dan/atau menyerahkan 

kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan tindakan yang tepat, termasuk 
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penuntutan pidana, di negara asal pelaku dan juga di negara di mana kasus tersebut terjadi. 

6.8 Mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi pihak pelapor dan korban eksploitasi dan 

kekerasan seksual dari tindakan pembalasan atas tuduhan-tuduhan terkait eksploitasi dan 

kekerasan seksual serta kekerasan yang dilaporkan 

6.9 Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan PSEA untuk memantau 

keefektifannya, melaporkan perkembangan, dan meningkatkan upaya-upaya perbaikan. 

 

7. Tanggung Jawab  

7.1 Semua Pegiat Kemanusiaan Human Initiative 

Semua pegiat kemanusiaan Human Initiative berkewajiban melaksanakan kebijakan PSEA 

ini. Setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative yang mendapatkan temuan atau dugaan 

pelanggaran atas kebijakan PSEA memiliki kewajiban untuk melaporkan melalui jalur 

pelaporan yang tersedia. 

 

7.2 Pemimpin Unit Kerja   

Level Manager dan General Manager atau Pemimpin Unit Kerja lainnya harus memastikan 

semua yang ada di bawah koordinasinya memahami dan mematuhi kebijakan ini. 

Setiap Manager dan General Manager  atau Pemimpin Unti Kerja yang memperoleh laporan 

pelanggaran atau dugaan pelanggaran kebijakan PSEA ini wajib untuk melaporkan kepada 

Focal Point PSEA dan menjaga unsur kerahasiaannya. 

 

7.3 Manajemen 

Memberikan keteladanan dan dukungan atas pelaksanaan kebijakan PSEA ini. Manajemen 

juga dapat melakukan review dan evaluasi atas kebijakan ini dalam upaya untuk 

meningkatkan efektifitasnya. 
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ALUR PROSES  

MEKANISME UMPAN BALIK 
 
 

 
Rev.0.1 

 
Termasuk dalam proses ini adalah meminta masyarakat 
untuk menentukan saluran umpan balik yang dianggap 
mudah, aman dan nyaman bagi mereka 

Dalam setiap program wajib menyediakan minimal 2 
saluran umpan balik yaitu satu saluran aktif dan satu 
saluran pasif 

Staf MEAL melakukan perekaman feedback 

Silahkan Merujuk Prosedur Internal Report and 
Investigation untuk proses lebih detail 

Termasuk dalam respon adalah 
verifikasi/komunikasi awal ke pelapor 
hingga proses penyelesaian, 
Untuk kasus sensitif, jika Feedback atau tuduhan 
merupakan tuduhan yang kredibel maka proses 
penyelesaian berlangsung 
hingga proses investigasi selesai (laporan investigasi 
selesai) 
 

Feedback

KANAL STATIS
-Kotak Saran
-SMS/WA/Telp MEALS  081318548583
-Community Board
-Mading

KANAL AKTIF
-Face 2 Face 
-Focus Group Discussion
-On Site Monitoring
-Post Distribution Monitoring

No Kontak Kasus PSEA 081224184703

DIRESPON OLEH PIC FEEDBACK NON 
SENSITIF

- Project Manager (poin 5)
- Staf Lapangan (Poin 1-4)
Waktu respon 2x24 jam

Di rekam di 
Feedback Mechanism tracker

Tipe Feedback

FEEDBACK NON SENSITIF
1. Ucapan Terima kasih
2. Permintaan informasi program
3. Permintaan Asistensi
4. Kekecewaan minor (barang bantuan 
kurang, tidak ada follow up)
5. Kekecewaan major terkait program 
(pendekatan program, pemilihan PM, 
distribusi tidak merata dll)

FEEDBACK SENSITIF
1. Pelanggaran seperti eksploitasi, 
kekerasan, pelecehan seksual baik 
verbal maupun non verbal
2. Pelanggaran terhadap Child 
Safeguarding
3. Pelanggaran terhadap kode etik HI 
lainnya seperti korupsi, diskriminasi, 
SARA, Orientasi politik dalam bantuan

DIRESPON OLEH PIC FEEDBACK  SENSITIF
- Focal Point PSEA/CSP

Menghapus record di MEAL (Unsur 
kerahasiaan)

Waktu respon kasus sensitif minimal 1x24 

jam 

REKAM DATA
(UPDATE)

REKAM DATA
DI HUMAN CAPITAL

IMPROVEMENT PROGRAM

SELESAI

Masyarakat menerima informasi terkait program, kode perilaku dan Mekanisme 
Umpan Balik

PROSEDUR INVESTIGASI DAN RESPONS
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Laporan Kasus Sensitif
(Pelanggaran Kode Etik, termasuk Kekerasan dan 
Eksploitasi Seksual dan atau Child Safeguarding)

Saluran 
Aktif/Pasif

Selesai

Atasan FOCAL POINT HC/vice President

Laporan/tuduhan yang kredibel

Pembentukan tim investigasi dan respons

Tim investigasi melakukan proses investigasi 

Tim Respons/Manajemen melakukan tindakan 
yang diperlukan berdasarkan hasil investigasi

A 

 

Laporan yang kredibel punya 
informasi yang cukup terkait 
pelaku, pelanggaran, periode 
waktu, korban (5W+1H) 

GM HC membentuk tim investigasi 
dan tim respons dalam waktu 
maksimal 3x24 jam setelah laporan 
diterima 
 

Tim Investigasi melakukan proses 
investigasi dengan melakukan 
penyusunan rencana investigasi, 
proses invesrtigasi dan laporan 
investigasi. 

 

Jika tuduhan terbukti benar maka 
ada sanksi disipliner dan tindakan 
korektif 

Terjadi tindakan atau 
dugaan pelanggaran kode 

etik dengan korban staf 
Human Initiative atau 

afiliasinya dan Penerima 
Manfaat 

Feedback awal terhadap 
laporan yang masuk 
maksimal 24 jam 
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Alur proses 

1. Pelaporan 

1.1. Saluran Pelaporan 

Laporan atas kasus sensitif seperti Kekerasan dan Eksplotasi 

seksual, Pelanggaran kode etik, pelanggaran Child Safeguarding, 

korupsi, atau kasus sensitif lainnya dapat dilakukan melalui saluran 

Feedback Mechanism ataupun melalui staf Focal Point terkait, dan 

juga melalui GM HC atau Manajer HRM. Jika ternyata pelaporan 

akan berpotensi membahayakan (karena melibatkan pekerja senior 

atau level jabatan tinggi) , diperbolehkan untuk melakukan 

pelaporan langsung ke salah satu Vice President Human Initiative 

 

1.2. Tanggung Jawab Laporan 

- Pekerja Human Initiative yang menjadi target pelecehan 

atau perlakuan tidak wajar.  Pelapor didorong untuk 

memberikan laporan melalui jalur laporan yang memberikan 

rasa nyaman dan aman. 

- Pekerja yang melihat langsung peristiwa pelanggaran  

Pekerja yang melihat langsung didorong untuk berani 

melaporkan pelanggaran tersebut, bahkan jika hal tersebut baru 

sekedar dugaan atau kecurigaan dan targetnya adalah bukan 

mereka. 

- Pekerja yang menerima laporan dari rekan kerja lainnya 

Pekerja menerima keluhan atau pengaduan dari rekan kerjanya 

yang menjadi target atau korban pelanggaran dapat melaporkan 

atas namanya sendiri atau mendorong korban untuk 

melaporkan secara langsung 

 

1.3. Laporan yang bisa divalidasi 

Setiap laporan yang masuk harus memenuhi standar informasi 

yang cukup untuk bisa diproses, antara lain meliputi nama tertuduh, 

detail dugaan pelanggaran, korban, perkiraan waktu dan lokasi 

kejadian. Meski demikian laporan anonim diperbolehkan  
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1.4. Unsur kerahasiaan dan perlindungan 

- Human Initiative berkomitmen untuk memperlakukan semua 

laporan kasus sensitif dengan menghormati kerahasiaan semua 

individu yang terlibat. Hanya orang-orang yang terlibat dalam 

proses investigasi dan respons yang memiliki akses informasi 

kasus sensitif. Pelanggaran terhadap unsur kerahasiaan ini 

dapat terkena hukuman disiplin. 

- Laporan kasus sensitif yang masuk melalui Prosedur FRM dari 

komunitas harus segera dilaporkan langsung ke Focal Point 

dalam waktu 24 jam dan staf yang meninjau harus segera 

menghapus pencatatan dari sistem FRM (untuk melindungi 

privasi semua pihak terkait) 

- Human Initiative wajib melindungi pelapor dan korban selama 

dan setelah proses investigasi. 

- Jika dibutuhkan, Human Initiative akan memberikan rujukan ke 

layanan medis dan psikososial kepada pelapor dan korban 

 

1.5. Itikad Baik 

- Pekerja didorong untuk melaporkan kecurigaan dengan itikad 

baik, jika kemudian tidak benar, pekerja tidak dapat dibalas 

karena telah membuat laporan itu atau berpartisipasi dalam 

penyelidikan 

- Semua tindakan ancaman atau kekhawatiran tentang 

pembalasan kepada pelapor harus segera dilaporkan ke Human 

Capital dan akan diselidiki secara independen 

- Setiap pekerja yang membuat laporan keliru secara sengaja 

atau sadar akan dikenakan disiplin 

 

2. Tuduhan yang kredibel/dapat dipercaya 

2.1. Laporan kasus sensitif yang diterima harus segera dilaporkan ke 

staf Focal Point terkait, untuk dilakukan validasi sehingga bisa 

menjadi laporan atau tuduhan yang kredibel. 

2.2. Laporan yang kredibel memiliki informasi yang cukup untuk 

mengidentifikasi tersangka pelaku, pelanggaran, korban dan 

periode waktu pelanggaran. 
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2.3. Jika laporan tidak kredibel karena tidak menunjukan informasi 

tertuduh, maka: 

- Melakukan komunikasi dengan pelapor untuk menggali 

informasi lebih lanjut terkait tertuduh 

- Jika pelapor tidak dapat dihubungi untuk tindak lanjut, dapat 

melakukan hal di bawah ini: 

o Sesi peningkatan kesadararan kepada tim yang 

berpotensi terlibat terkait standar perilaku dan 

mekanisme pelaporan 

o Diskusi kelompok terarah dengan komunitas  tentang 

pengalaman yang mereka dapat selama berinteraksi 

dengan pekerja Human Initiative. 

o Tinjauan dokumen untuk mempersempit orang yang 

terlibat, dan mengidentifikasi masalah di masa lalu 

o Melakukan wawancara terpisah dengan beberapa 

anggota tim terkait untuk mengetahui apakah ada 

permasalahan yang terjadi di lapangan. 

3. Pembentukan Tim Investigasi dan tim respons 

Tim investigasi merupakan tim yang terlatih dan mengerti cara melakukan 

investigasi, memiliki keterampilan bahasa, keahlian khusus (misal korban 

anak-anak) 

Tim Respon merupakan tim yang memiliki wewenang untuk mengambil 

tindakan yang diperlukan selama proses penyelidikan  

4. Implementasi Investigasi 

4.1. Menyusun Rencana Investigasi. Tim investigasi membuat rencana 

investigasi yang mencantumkan unsur-unsur: 

- Keselamatan, keselamatan korban, pelapor, dan saksi, termasuk 

juga penyidik, tersangka dan kolega tersangka 

- Kerahasiaan, hanya pihak yang ‘perlu tahu’ yang mengetahui 

identitas dan isi dugaan serta pernyataan dalam investigasi 

- Tindak pidana, perlu pertimbangan apakah otoritas hukum 

nasional perlu diinformasikan atau dilibatkan dalam 

penyelidikan. 

- Pelaporan donor, jika laporan kasus terjadi di program yang 

didanai oleh donor, perlu disiapkan pemberitahuan kepada donor 
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- Mengidentifikasi layanan dukungan untuk korban, meliputi 

layanan medis, psikososial 

- Mengindentifikasi dokumen yang akan ditinjau, orang yang akan 

diwawancara, urutan kejadian, dan tempat 

4.2. Menyimpulkan investigasi.  Tim investigasi menyiapkan daftar 

temuan faktual dan membuat rekomendasi tentang kesimpulan 

pelanggaran kebijakan, sanksi disiplin, dan tindakan korektif. 

 

5. Respons dan Pencatatan 

- Tim respons melakukan tindakan disiplin 

Tindakan disiplin harus menimbang kepatuhan terhadap hukum yang 

berlaku, beratnya pelanggaran, kesalahan sebelumnya, frekuensi 

pelanggaran, posisi tersangka, prosedur, dan praktik internal 

Tindakan disiplin yang mungkin diberikan adalah: PHK, penurunan 

pangkat, mutasi, surat peringatan, dan hukuman lainnya. 

- Melakukan tindakan korektif untuk mengurangi resiko di masa depan. 

Misalnya: pelatihan, review sistem FRM dan IRIS, perimbangan gender. 
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PANDUAN 
RENCANA INVESTIGASI 

 
1. Tanggal : tanggal dipersiapkan 
2. Kasus No: sistem penomoran kasus internal 
3. Lokasi: kantor / lokasi yang terlibat. Termasuk nama program 
4. Daftar Tim Investigasi: Daftar nama orang-orang yang terlibat 

investigasi (proses wawancara dan analisis informasi) 
5. Daftar Tim Respons: Daftar nama orang yang terlibat dalam 

merespons kasus, termasuk menyediakan sumber daya yang 
dibutuhkan, perizinan peninjauan dokumen penting, melakukan 
penetapan kesimpulan akhir kasus, sanksi disipliner dan  perincian 
tindakan korektif 

6. Tujuan Investigasi: Untuk memeriksa fakta dan keadaan serta 
menentukan keakuratan, ruang lingkup tuduhan, dan jika benar, 
memastikan pelanggaran teridentifikasi, adanya penangananan 
yang tepat dan melakukan tindakan korektif  

7. Daftar Tuduhan 
Setiap potensi insiden/pelanggaran diidentifikasi terpisah dan diberi  
nomor. 
Cobalah menulis singkat, berfokus pada siapa, apa, kapan, di mana, 
dan bagaimana hal itu dilaporkan, diketahui, 
- Pelapor yang diketahui (jika ada kekhawatiran terkait keamanan, 

maka nama pelapor bisa dirahasiakan di dokumen ini, cukup 
tertulis staf,PM, Jenis kelamin dl) 

- Nama posisi, program yang dicurigai 
- Langkah langkah yang sudah  diambil sebelum fase investigasi 

saat ini 
 Misal klarifikasi dengan pelapor, atau jika ada sesi 

penyadaran  
 Dukungan rujukan yang sudah diberikan kepada korban, 

termasuk di dalamnya penyadaran tentang hak untuk 
mengajukan pengaduan pidana jika memang ada 
tindakan pidana 

 Langkah-langkah yang sudah diambil terkait masalah 
keselamatan. Misal : mutasi pelaku, cuti kepada korban 
dll 

- Menginformasikan kepada donor program terkait, khususnya jika 
donor mewajibkan  pesyaratan pelaporan kasus 
 

8. Pendekatan Investigasi 
- Pemahaman latar belakang dan  
- konteks (jika tim tidak familiar dengan konteks operasional 

dan lingkungan kerja) 
 Finalisasi tampilan time line 

 Masa jabatan atau hubungan kunci 

 Peristiwa penting lainnya (keluhan, insiden 
keamanan, ketidak hadiran) 

 Periode waktu (yang tercantum dalam laporan) 
 Tinjauan 
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 Tinjauan kebijakan dan prosedur lokal terkait peran, 
wewenang 

 Dokumen apa pun yang terperngaruh 
 

- Tuduhan spesifik 
Tim investigasi memeriksa tuduhan untuk menentukan sejauh 
mana pelanggaran kebijakan, unsur kesengajaan 

 Tinjauan dokumen 
File dokumen HR terkait tersangka, pelapor, SOP program, 
protokol keselamatan, catatan keluhan dari mekanisme 
umpan balik, laporan assesment program, bukti-bukti 
transaksi, laporan penyaluran program, laporan kegiatan 
program, dokumentasi foto atau video 

 Wawancara 
Sebutkan semua orang yang diidentifikasi untuk 
diwawancara di awal penyelidikan.  

 Catatan elektronik 
Jika dibutuhkan. Misalnya akses ke email atau percakapan 
teks. 
 

9. Jadwal Investigasi 
Investigasi dapat berubah dan mengalami hambatan, jadi coba 
masukan rentang waktu yang luas dan realistis 
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PANDUAN 

LAPORAN INVESTIGASI 
 
1. Ringkasan perencanaan 

Berupa ikhtisar yang sangat ringkas dari penyelidikan sejak awal 

hingga kelaporan. Diperlukan jika laporan yang disajikan sangat 

panjang. Berisi poin-poin seperti tuduhan, periode waktu investigasi, 

temuan faktual, rekomendasi keseimpulan, sanksi disiplin, dan 

tindakan korektif 

 

2. Tuduhan 

Ringkasan tuduhan, jika selama proses investigasi muncul tuduhan 

baru, ditambahkan juga. 

Jika tuduhan banyak, didaftarkan dengan tajuk terpisah dan dianalisis 

terpisah. 

 

3. Tim Investigasi dan Respon 

Tuliskan daftar nama-nama tim investigasi dan tim respons 

 

4. Latar Belakang Kegiatan 

Mengingat laporan ini bisa dibagikan ke donor terkait, maka bisa jelaskan 

ruang lingkup organisasi, dan deskripsi singkat tentang program di mana 

dugaan muncul 

 

5. Langkah awal sebelum investigasi 

Menjelaskan langkah-langkah yang diambil sebelum proses investigasi 

dilakukan 

 

6. Kebijakan dan prosedur yang relevan 

Kutipan dari kebijakan atau prosedur yang mungkin telah dilanggar. 

 

7. Tindakan Investigasi yang diambil 

Berisi dokumen yang telah direview, mendetailkan analisa spesifik 

nama dan posisi yang telah di interview 
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Hal-hal penting yang terjadi selama proses investigasi, (misal 

ketidaktersediaan saksi, dokumen hilang dll) 

 

8. Temuan Faktual 

Laporan dibuat dengan memecah fakta demi fakta 

Fakta 

  

Temuan 
Untuk 

Mendukung 

Bukti yang 

menguatkan 

Bertentangan 

dengan 

Bukti yang 

menguatkan 

pertentangan 

      

      

      

 

 

9. Rekomendasi 

a. Kesimpulan 

Apakah fakta-fakta yang ada telah memenuhi definisi pelanggaran 

kebijakan. Pilihannya dibuktikan dan tidak dibuktikan kebenarannya. 

b. Sanksi Disiplin 

c. Tindakan korektif 

Melakukan tindakan korektif untuk mengurangi risiko di masa depan. 
Misalnya: pelatihan, review sistem FRM dan IRIS, perimbangan gender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




